Lampiran: Rekap Komentar dan / atau saran

	
Dokumen:
1. Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”;
2. Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	





	No.
	Dokumen
	Klausul / Poin
	Halaman
	Komentar dan / atau saran
	Respon atas komentar dan / atau saran

	1.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	-
	-
	(AI)
Sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC/PEFC ini berkaitan dengan hal-hal dalam Sertifikasi PEFC lacak balak yaitu klaim bahan/material input.
Perusahaan yang telah tersertifikasi PEFC CoC menghendaki klaim yang jelas dari suppliernya sehingga identifikasi material bisa dilakukan (ada dalam standar PEFC CoC). Oleh karena itu jika tidak terdapat standar yang mengatur klaim produk (ruang lingkup Forest Management Unit) maka seharusnya hal tersebut ditambahkan dalam standar ini, tentunya merujuk pada ISO 17065.
	

	2.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Kata Pengantar
	1
	(MN)
Perlu menambahkan informasi di Bagian Kata Pengantar sebagaimana yang disampaikan di dalam PEFC Benchmark Requirement bagian Introduction bahwa hanya jika praktek dan operasional terus menerus memenuhi persyaratan standar yang diendorsed PEFC maka suatu entitas berhak membuat klaim “PEFC-certified”.

Pada klausul 4.1 di PEFC Benchmark Requirement, diharuskan bahwa standar yang dikembangkan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu diuraikan mulai dari Poin A sampai I.
Draft 1.2 standar IFCC ST 1001:20xx yang sekarang menurut kami baru memenuhi Poin A, B, C, D dan I.  

Poin E, F, G dan H menurut kami belum ada dibahas/diuraikan dalam Draft 1.2 standar IFCC ST 1001:200xx, yaitu salah satunya mengenai pengaturan komunikasi klaim PEFC-certified kepada customer yang sudah memiliki PEFC CoC.
	

	3.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Pendahuluan
	1
	(EJ) dan (MN)
Agar dimasukkan  ISO 17065 sebagai referensi. Hal ini berhubungan dengan point 3 (7.3.6.3) di halaman 24 terkait dengan produk kayu yang dapat diklaim ke pelanggan
	

	4.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Ruang Lingkup
	2
	(DA)
Dokumen ini menyajikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan lestari
(pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, maupun hutan masyarakat). Apakah kata Hutan Masyarakat bisa diubah menjadi “Hutan Berbasis Masyarakat”? Hal ini mengingat bahwa tipe Hutan Rakyat di Indonesia sangat beragam. Untuk versi Bhs Inggris tetap digunakan istilah  Community Forest.
	(TM)
Tidak perlu diubah_ karena sudah dibatasi pengertian hutan masyarakat untuk disertifikasi dalam definisi dan lampiran 3.

	5.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	
	2
	(DA)
 “Penjelasan” dari beberapa indikator dalam standar ini tertera dalam Lampiran 1. Revisi: Penjelasan
	(TM)
Setuju _ revisi kata


	6.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	3.11.  Konversi Hutan
	6
	(AI)
Perubahan yang langsung disebabkan oleh manusia, dari hutan menjadi non-hutan atau menjadi hutan tanaman  Apakah ini juga nantinya menjadi acuan untuk hutan rakyat (fungsi lahannya adalah APL/private land). Melihat klausul 3.9. Hutan yang tidak dibatasi fungsi maka akan bersifat general.
	

	7.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	3.20. Manajer/Pengelola
	8
	(AI)
Manajer disini bukan “Jabatan Manajer”?
	

	8.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	5.2.3.3  
	12
	(AI)
Rata-rata jatah tebang tahunan, termasuk tingkat pemanenan yang lestari  Apakah tingkat pemanenan yang lestari ini ini diartikan setiap tahun area / volume yang ditebang hampir sama. Atau dapat mempertimbangkan hal-hal lain contohnya: likuiditas perusahaan (misal tergolong dalam group) serta komitmen perusahaan dalam pembangunan hutan (dilihat dari trend beberapa tahun). Hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan  Klausul 6.1.1. a).
	

	9.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	5.3.4.5
	15
	(DA)
Catatan 5345: Pemerintah menetapkan Upah Minimum provinsi (UMP) dan Upah Minimum
kota/kabupaten (UMK) yang bisa dijadikan sebagai  rujukan.
	(TM)
Setuju_ untuk memperjelas bisa dimasukan kata rujukan.

Meskipun tidak ditambahkan kata _ rujukan, seharusnya organisasi harus paham dalam penerapannya dengan minimal upah minimum yang sudah ditetapkan dan berlaku oleh pemerintah. 


	10.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	6. Support
6.5. Documented information
8.3 Management review
	16
17

31
	(MN)
Sehubungan standar revisi IFCC ini juga mengadopsi ISO, alangkah lebih baiknya apabila penerjemahan yang klausul-klausulnya ada di ISO mengikuti terjemahan SNI yang sudah ada sehingga terjaga konsistensinya.

	

	11.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	6.1.1. c
	16
	(DA)
Mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, barak kerja, dan fasilitas perkantoran. Catatan: Fasilitas perkantoran ini penting untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pekerjaan FMU seperti: Toilet, tempat ibadah, ruang ASI, dll
	(TM)
Tidak perlu ditambahkan fasiltas perkantoran. Sudah cukup diatur dan dicakup dalam butir 6.1.1 c)

	12.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	7.1.4.e)
	19
	(AI)
Jika mengacu pada 3.9 dan 3.11 dimana definisi Hutan tidak mengacu pada fungsi kawasan maka bagaimana dengan “hutan” yang ada di APL/private?
	

	13.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	7.1.5.
	19
	(AI)
Organisasi tidak boleh melakukan aforestasi terhadap ekosistem non-hutan yang penting secara ekologis kecuali dapat dibenarkan, dalam hal konversi tersebut:
1. Kata konversi dalam kalimat diatas menurut saya diganti atau dihapus karena bisa mis dengan konversi hutan, padahal ini untuk non-hutan.
2. Ekosistem non-hutan meding diganti dengan Ekosistem bukan hutan sesuai dengan definisi.
Apakah ekosistem bukan hutan memiliki cadangan karbon yang secara nyata lebih tinggi dimabding kan dengan hutan? Mohon untuk huruf e) dijelaskan kembali.
	

	14.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	7.1.6
	20
	(AI)
Dalam  hal  konversi hutan yang sangat terdegradasi……
Apakah bedanya hutan yang sangat terdegradasi dengan hutan terdegradasi (hutan terdegradasi ada di dalam definisi).

1. Apakah ada penjelasan mengenai huruf g) dan h)
2. Apakah hal ini berlaku untuk UMH yang berganti manajemen?
	

	15.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	7.2.8
	22
	(DA)
Organisasi harus menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis atau mekanis yang ramah lingkungan. Catatan: cara mekanis biasa dilakukan dalam pengelolaan hutan rakyat untuk menghindari pemakaian herbisida, contohnya: penggunaan mesin pemotong rumput atau sabit atau cangkul.
	(TM)
Sudah cukup jelas persyaratan ini. 
Tidak perlu ditambahkan cara mekanis, karena konteks yang diminta adalah IPM dan secara biologis ramh lingkungan. 
Bilamana yang digunakan mekanis dan ramah lingkungan maka harus dijelaskan dalam persyaratan ini.

	16.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	8.2.2 (f)
	31
	(DA)
f). menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti dari penerapan program audit dan hasil audit, sebagai dasar untuk pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan dan Perbaikan manajemen. Catatan: Hasil Audit Internal perlu dihubungkan ke proses manajemen berikutnya sebagai follow up plan.
	(TM)
Sudah cukup jelas persyaratan ini untuk kontek internal audit juga 8.2.2 f). 
Butir ini cukup mengatur penyimpanan informasi yang terdokumentasi 
Kemudian bila dikaitkan dengan dasar pelaksanaan tinjauan pengelolaan dan perbaikan manajemen sudah dicakup dalam 8.2.1 


	17.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Lampiran 1, 5.2.2
	34
	(DA)
2. mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan: bla bla bla. Usul perlu ditambahkan poin: - pohon-pohon tertentu yang memiliki nilai ekologi dan social ekonomi seperti pohon madu (Menggeris/Kempas)
	(TM)
Sepakat bisa ditambahkan sesuai usulan


	18.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Lampiran 1, 5.2.2 
Butir 2
	39
	(TM)
Usulan ditambahkan dalam butir 5.2.2 bagian 2 dengan penambahan butir 2 g) yang diusulkan dengan redaksional 
“pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan”
	

	19.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Lampiran 3, Ruang Lingkup 2
	42
	(DA)
a. Tercermin dari bentuk kelembagaan unit pengelola (individu, kelompok tani atau koperasi) yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan pengelolaan hutan secara lestari;
	(TM)
Tidak perlu ditambahkan. 
Sudah cukup jelas lampiran 3_ ruang lingkup_butir 2. Yakni kelembagaan memang harus mewakili kepentingan masyarakat dalam kelola hutan secara lestari.

	20.
	Draf 1.2 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”
	Lampiran 3, Ruang Lingkup 2
	42
	(TM)
Perlu direvisi kalimat Indonesia dan Inggris Lampiran 3 untuk konsistensi (hilangkan kata kasus) yaitu.
Lampiran 3. Interpretasi khusus atas persyaratan dalam pengelolaan hutan masyarakat.

Inggris: 
Specific interpretations of the requirements for community forest management
	

	21.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	-
	-
	(EJ)
Saran: Lembaga Sertifikasi menjalankan ISO 17065.
	

	22.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	Ruang Lingkup
	2
	(TM)
Penting terkait dengan produk yang diklaim sesuai ruang lingkup sertifikasi. 
Perlu diatur oleh IFCC dengan persyaratan
1. Lembaga sertifikasi harus melakukan pengendalian sesuai skema sertifikasi atas kepemilikan, penggunaan dan memperlihatkan lisensi, sertifikat, tanda kesesuaian, dan setiap mekanisme lain untuk menunjukkan produk telah disertifikasi. 
2. Referensi yang salah terhadap skema sertifikasi atau penyalahgunaan lisensi, sertifikat, tanda, atau mekanisme lain untuk menunjukkan produk telah disertifikasi, yang ditemukan pada dokumentasi atau publikasi lainnya harus ditangani dengan tindakan yang sesuai.

	

	23.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	7.4.4.2
	6
	(DA)
Untuk yang berbahasa Inggris, istilah “refreshment” diusulkan diganti menjadi “updating standard/requirements”, sedangkan untuk yang berbahasa Indonesia bisa tetap menggunakan istilah “Penyegaran”

	(TM)
Untuk bahasa Indonesia sudah cukup jelas yakni untuk setiap ada pembaharuan persyaratan wajib mengikuti kegiatan penyegaran. 

Namun bahasa inggris nya saja yang perlu disesuaikan yakni 
Pembaharuan = updating
Penyegaran = refreshment  

	24.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	7.4.4.2
	6
	(TM)
Wording bahasa inggris perlu disesuaikan yakni 
The certification body shall ensure that the auditor, reviewer, and personnel granting the certification, every 3 (three) years and/or if there is an updating of IFCC sustainable forest management standard/requirements, shall take part in the “refreshment” activities organized by IFCC and include the last version of the standard, before conducting certification using the standard.
	

	25.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	7.4.3.1
	6
	(DA)
Auditor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun penuh dalam bidang kehutanan di Indonesia. Untuk versi Bahasa inggris tetap sama
	(TM)
Bahasa Indonesia sebaiknya tetap sama dengan naskah asli, karena meskipun tanpa ditambah kata “penuh”  bisa dipahami 3 tahun harus punya pengalaman bidang kehutanan di Indonesia. 

Perlu disesuaikan dalam bahasa Inggris_ dihilangkan full time : 
The auditor shall have at least three years working experiences in forestry sector in Indonesia

	26.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	1.2
	7
	(EE)
1.2. Dokumen ini berisi persyaratan-persyaratan tambahan SNI ISO/IEC 17021 dan yang berkaitan dengan dokumen IAF untuk lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan
sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan standar sertifikasi pengelolaan
hutan lestari IFCC.

Saran : SNI ISO/IEC 17065 berkaitan dengan penggunaan sertifikasi produk dan verifikasi legalitas kayu (VLK), UMH dilapangan mengklaim hasil hutan/produk kayu berdasarkan no sertifikat IFCC yang diperoleh, sehingga kami sarankan pada draft standard IFCC ST 1002 menggunakan ruang lingkup SNI ISO/IEC 17065.
	

	27.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.2.1.
	10
	(AI)
Sampling Multi-site  perlu disampaikan dalm standar ini apakah yang dimaksud dengan multisite organization khususnya terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia.
	

	28.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.4.1.1.1.
	10
	(AI)
Untuk Audit Tahap I apakah ada pengaturannya? Misalnya harus kelapangan atau cukup desktop (audit kecukupan dokumen) khususnya bagi yang telah memiliki sertifikat SFM lain (misalnya PHPL) Karena disini disebutkan:
1. Evaluasi dokumentasi klien, 
2. Evaluasi status klien 
3. Evaluasi pemahaman tentang standar pengelolaan hutan
4. Mendapatkan aspek penting dari operasional klien, 
Mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan serta lokasinya.
	

	29.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.4.1.1.2
	11
	(DA)
9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik
sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan sertifikasi melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC.
	(TM)
Setuju _ sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan sertifikasi (sertifikasi awal, penilikan dan resertifikasi) dan seterusnya.


	30.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.4.1.1.2
	11
	(TM)
9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan sertifikasi melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC.

Perlu juga diperbaiki redaksional Indonesia/Inggris: 
Dihapus mengundang masyarakat local…..  
Lalu dibuatkan redaksional sbb, 


…………. Lembaga sertifikasi harus melakukan konsultasi publik dengan para pihak terkait untuk mendapatkan komentar mengenai operasional pengelolaan hutan klien. Lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi yang diterima tersebut selama audit tahap 2

“CB shall carry out public consultation to related stakeholders for obtaining comments on client’s forest management operation. CB shall consider and evaluate the received information during stage 2 audit”
	

	31.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.4.1.2.4
	12
	(DA)
9.4.1.2.4. Dalam menentukan sampel audit, lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan
okum-faktor yang ditetapkan di bawah ini: okuma bla. Catatan: perlu ditambahkan 1 faktor lagi yaitu; Kondisi Sosial Budaya yang digunakan sebagai dasar penentuan sampel social, termasuk diantaranya jumlah desa di dalam atau di sekitar hutan, beragamnya kondisi budaya dan okum adat, dll
	(TM)
Pada penentuan sampel audit_ Tidak perlu ditambahkan 1 factor kondisi SOSBUD, karena sudah dicakup dalam butir a) keterwakilan kondisi hutan dan b) penyebaran geografis.

	32.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.4.1.2.4
	12
	(AI)
Bagaimana untuk penentuan sampel pada organisasi yang termasuk kategori multi-site organization.
	

	33.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	9.6. Keputusan Sertifikasi
	13
	(AI)
Mengacu pada klaim input dalam PEFC CoC, beberapa hal ini perlu dipertimbangkan:
· Standar sertifikasi PEFC CoC terbaru menyatakan bahwa harus membedakan input material. Material yang bersertifikasi PEFC harus dilengkapi dengan nomor sertifikat PEFC atau yang diakui oleh PEFC (di Indonesia adalah IFCC). Oleh karena itu perlu diatur dalam standar ini maksimal waktu penerbitan sertifikat IFCC/PEFC nya.
· Atau terdapat SK Hasil Audit yang dilengkapi dengan nomor sertifikat (jika dinyatakan lulus).
	

	[bookmark: _GoBack]34.
	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”
	7.3.6 butir 5
	24
	(TM)
Perlu direvisi redaksional: 7.3.6 butir 5_Pelaporan penjualan produk yang bersertifikat_ menjadi:
Pelaporan penjualan produk yang bersertifikat dan dokumen penjualan/pengiriman yang jelas teridentifikasi secara spesifik produk kayu yang diklaim bersertifikat dan terdapat identitas status sertifikat pengelolaan hutan sebagai pemasok yang bersertifikat. 

English version
Certified products sales reporting and clear its sales/delivery documents which specifically identified the claimed wood products are certified; and there is identity of forest management certificate status as certified supplier.
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Lampiran :  Rekap  Komentar   dan   / atau   saran    

  Dokumen:   1.   Draf 1.2  Standar  IFCC ST 1001:20xx  “ Sertifikasi  Pengelolaan  Hutan Lestari IFCC” ;   2.   Draf 1   Standar   IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga  Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan  Lestari”     

   

No.  Dokumen  Klausul / Poin  Halaman  Komentar  dan  / atau  saran  Respon atas komentar dan / atau  saran  

1.  Draf 1.2  Standar  IFCC  ST 1001:20xx  “ Sertifikasi  Pengelolaan  Hutan Lestari  IFCC”  -  -  ( AI )   S ertifikasi pengelolaan hutan lestari  IFCC/PEFC ini berkaitan dengan hal - hal  dalam Sertifikasi PEFC lacak balak yaitu  klaim bahan/material input.   Perusahaan yang telah tersertifikasi PEFC  CoC menghendaki klaim yang jelas dari  suppliernya sehingga identifikasi material  bisa dilakukan (ada dalam standar PEFC  CoC).   Oleh karena itu jika tidak terdapat  standar yang mengatur klaim produk (ruang  lingkup Fo rest Management Unit) maka  seharusnya hal tersebut ditambahkan  dalam standar ini, tentunya merujuk pada  ISO 17065.   

2.  Draf 1.2  Standar  IFCC  ST 1001:20xx  “ Sertifikasi Kata Pengantar  1  ( MN )   Perlu menambahkan informasi di Bagian  Kata Pengantar sebagaimana yang  disampaikan di dalam  PEFC Benchmark  

